


ABSTRAK 

 

 Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada lahirnya saja 
melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat dengan 
perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk 
mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua belah 
pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh dalam 
menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah sepakat 
untuk melangsungkan perkawinan , maka mereka harus taat pada peraturan hukum yang 
berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut. 

 Dalam kenyataan di masyarakat seringkali kita jumpai penyelesaian masalah poligami 
sulit dilakukan, sehingga ada kecenderungan penyelesaian masalah poligami ini dengan cara 
melakukan perkawinan poligami dengan menggunakan akta cerai palsu, padahal masih 
terikat dengan perkawinan dengan orang lain, tanpa menghiraukan peraturan hukum yang 
ada. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 
1974 menyatakan  bahwa barang siapa keberatan dengan adanya penipuan, penggunaan surat-
surat palsu dalam pernikahan , dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke 
Pengadilan Agama. 

 Penelitin ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan 
menggunakan deskripstif analitik, yaitu selain memberi gambaran yang cermat mengenai 
kasus tersebut juga memberikan analisis terhadap kasus itu. Metode pengumpulan data yang 
di gunakan selain menggunakan metode wawancara, juga menggunakan metode 
dokumentasi. 

 Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk 
pembatalan perkawinan poligami karena adanya penggunan akta surat cerai palsu hanya bisa 
di lakukan oleh Pengadilan Agama dengan  di dasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, 
saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Dan Pembatalan perkawinan ini 
menyebabkan hubungan suami istri berakhir, namun hal ini bersifat sementara, artinya 
apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat di penuhi, maka dapat menikah lagi. 
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